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Abstrak
 

Anggota Polri sebagai bagian dari warga negara memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusi. Salah satu

hak yang mereka miliki adalah hak politik (political rights), yang dalam hal ini adalah hak memilih dan

dipilih. Memang tugas utamanya tidak bisa dipisahkan dari apa yang telah ditentukan oleh konstitusi dan

undang-undang. Namun, hak-hak yang melekat pada diri Polri tidak bisa diabaikan. Kenyataannya hak

memilih bagi anggota Polri dalam pemilihan umum masih dibatasi oleh undang-undang. Berdasarkan latar

belakang penelitian tersebut diajukan tiga permasalahan, yaitu; mengapa anggota Polri tidak menggunakan

hak memilih dan dipilih dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dasar hukum dan dasar pemikiran

apakah yang digunakan oleh pengambil kebijakan negara dalam pertimbangan tidak digunakannya hak

memilih anggota Polri dalam pemilihan umum, dan bagaimanakah penggunaan hak pilih anggota Polri dan

TNI jika dibandingkan dengan hak pilih Pegawai Negeri Sipil. Teori negara hukum khususnya yang terkait

dengan konsep the rule of law yang dikemukakan oleh A. V. Dicey digunakan sebagai grand theory. Teori

konstitusi dan teori hak asasi manusia, khususnya teori tentang equality, di antaranya civil equality dan

political equality digunakan sebagai middle range theory, dan untuk mempertajam analisis juga digunakan

teori demokrasi yang di antaranya dikemukakan oleh Schumpeter dan Robert A.Dahl. Objek penelitian ini

pada dasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan Polri. Selain itu, juga akan

dilihat bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan. Berkenaan dengan objek penelitian ini, tipe

penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan yuridis Untuk mendukung akurasi data, digunakan pendekatan yuridis historis, yuridis

sosiologis, dan yuridis komparatif. Sedangkan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan

data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk

selanjutnya dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sejarah

keikutsertaan anggota Polri dalam politik kekuasaan orde baru, terintegrasinya Polri dalam organisasi militer

(ABRI), dan penerapan konsep dwifungsi ABRI yang kurang tepat menyebabkan anggota Polri tidak

menggunakan hak memilih dan dipilih dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada saat ini.

Netralitas dan profesionalisme Polri dijadikan dasar pemikiran oleh pengambil kebijakan negara dalam

pertimbangan tidak digunakannya hak memilih anggota Polri dalam pemilihan umum. Anggota TNI tidak

menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Sedangkan PNS memiliki hak memilih dalam pemilu,

akan tetapi wajib mengundurkan diri jika ingin dipilih dalam pemilu. Melakukan reformasi menyeluruh

agenda reformasi nasional dan merevisi UU No. 2/2002 Tentang Polri diharapkan dapat terciptanya Polri

profesional yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

......

Member of the INP are part of the state citizens owning the many rights defend by the constitution. One of

their rights is political rights, in this case the right to vote and be elected. Their main duty as described in the

constitution and legislation surely cannot be disbanded; however their existing rights must also not be
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neglected. The fact is that the right to vote for INP members in the general election is still limited through

legislation. Based on the background, there are three research question which are: why do INP members

dont use the right to vote and be elected in the state structure of the Republic of Indonesia, the legal basis

and philosophy used by state policy makers in considering that INP members may not use their right to vote

in the general elections, and how do INP and military members use their right to vote compare to civil

servant. The legal state theory especially those in relation with the rule of law concept proposed by A.V.

Dicey will be used as the grand theory. The constitution and human rights theory, especially on equality,

among others civil equality and political equality will be used as middle range theory, and to sharpen the

analysis the democracy theory proposed by Schumpeter and Robert A. Dahl will also be utilized. The

research object will revolve around the legislation on the INP. Besides that, the implementation of the rule

will also be examined. In relation to the research object, the type of research applied is juridical normative

method with a juridical approach. To support the accurateness of the data, the juridical historical,

jurisdictional sociological and comparative juridical approach will be applied. The type of research will be

qualitative. The data collection for this research will be done through literature review and field research to

be analyzed deductively. The result of the study shows that the bad historical experience of INP members in

the New Order political rule, INP past integration to a military organization (ABRI), and the ABRI dual-role

has caused INP members the right to vote and be elected in the state structure of the Republic of Indonesia.

The neutrality and professionalism of the INP has acted as the basis for the policy makers in considering the

right to vote of INP members in the general elections. Military member also share the inability for the right

to vote and be elected in the elections. However, civil servants have the right to vote but must resign

whenever they run for office in the general elections.To conduct comprehensive reform the national agenda

towards the states political paradigm and. In order for a professional INP which is in line with the hopes and

aspirations of the society, it is recommended that Law Number 2 Year 2002 on INP should be revised.</i>


